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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Faktor-faktor kepatuhan wajib pajak
yang terdiri dari pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kewajiban moral, dan tingkat
pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Pamekasan yang
terdaftar di KPP Pratama Pamekasan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif
dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa (1) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi, (2) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi, (3) kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi, dan (4) tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, Pengetahuan
Perpajkan, Sanksi Pajak, Kewajiban Moral, dan Tingkat Pendidikan.

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of taxpayer compliance factors consisting of
knowledge of taxation, tax sanctions, moral obligations, and level of education on
individual taxpayer compliance in Pamekasan Regency registered at KPP Pratama
Pamekasan. This research was conducted using quantitative methods using multiple linear
regression analysis. The results of this study indicate that (1) tax knowledge has a positive
effect on individual taxpayer compliance, (2) tax sanctions have no effect on individual
taxpayer compliance, (3) moral obligations have a positive effect on individual taxpayer
compliance, and (4) education level has no effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Compliance, Individual Taxpayers, Tax Knowledge, Tax Sanctions,
Moral Obligations, and Education Level.
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PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber pendapatan yang signifikan dipakai untuk pengeluaran
Negara, yang berupa pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin (Suandy,
2016: 1). Pajak memiliki dua fungsi, pertama yakni anggaran (budgetair), berperan
sebagai sumber dana untuk mendukung keuangan pemerintah. Fungsi kedua ialah
mengatur (regulate), yang berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan atau
mengatur program-program sosial dan ekonomi pemerintah (Suandy, 2016: 1).
Pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor sangat dipengaruhi oleh pajak,
pemerintah menggunakan pajak dalam menyelesaikan berbagai masalah
perekonomian maupun pembangunan. Pendapatan Negara yang berasal dari pajak
memberikan kontribusi besar bagi kelangsungan pertumbuhan dan pembangunan
nasional untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah mengoptimalkan
pendapatan Negara dari sektor pajak. Data yang deperoleh dari Kemenkeu
menyatakan bahwa pendapatan APBN 2020 menyatakan bahwa 83,5% pendapatan
Negara berasal dari penerimaan pajak. Pajak yang diterima pada tahun 2020
sejumlah Rp 1.865,7 triliun dari pendapatan Negara sejumlah Rp 2.233,2 triliun.
Meskipun pendapatan Negara sebagian besar berasal dari penerimaan pajak, tidak
menuntut kemungkinan pajak telah sesuai dengan target. Kenyataannya,
penerimaan pajak saat ini tidak memenuhi target yang ditetapkan. Penerimaan pajak
APBN 2020 sebesar 89,25% dari target tahun 2020 dalam APBN perpres 72
(Kemenkeu, 2021).

Pemerintah menerapkah langkah untuk menaikkan penerimaan pajak, salah
satunya menggunakan sistem pemungutan self assessment system yang menjadi
cara jangka panjang untuk menuju pada suatu perubahan yang semakin meningkat.
Self assessment system merupakan metode penarikan pajak yang memungkinkan
seorang wajib pajak menetapkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan,
seperti perhitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak terutangnya yang dilakukan
sendiri, sementara fiskus hanya melakukan pengawasan (Mardiasmo, 2018: 9).
Pengimplementasian self assessment system meningkatkan akuntabilitas wajib
pajak, ketentuan ini memberikan kepercayaan pada wajib pajak bahwasanya
mereka sadar dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Wajib pajak masih
memiliki tingkat kesadaran yang terbilang rendah pada saat ini, karena masih
banyak wajib pajak tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku, salah satunya
tidak membayar pajak, dan memalsukan besaran pajak terutangnya. Dengan adanya
penerapan self assessment system menjadi sangat mudah untuk memanipulasi
besaran pajak apabila wajib pajak tidak patuh terhadap perpajakan.

Kepatuhan pajak adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dalam
menjalankan kewajiban perpajakan serta menjalankan hak pajaknya sesuai dengan
peraturan undang-undang perpajakan. Menurut Purba & Sarpingah (2020)
kepatuhan pajak bisa dikatakan sebagai tindakan atau perilaku yang memenuhi
seluruh kewajiban perpajakan dan menunaikan seluruh hak perpajaknnya
berlandaskan ketentuan undang-undang yang berlaku. Jadi penting untuk wajib
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pajak apabila kepatuhan pajaknya timbul dari diri sendiri. Namun, sekarang tingkat

kepatuhan wajib pajak apabila dibandingkan dengan Negara lain, nilai revenue

Indonesia terbilang rendah (Kemenkeu, 2018).
“Beberapa keterangan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada wajib
pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama pamekasan pada 02
November 2021, peneliti menjumpai wajib pajak orang pribadi yang
terdaftar di KPP Pratama Pamekasan yang bernama Ainul Yakin. Menurut
pernyataan informan, informan tidak melakukan pelaporkan pajak dengan
tepat waktu, karena dari tindakan tersebut informan menyatakan hanya
mendapatkan surat teguran saja saat telat melakukan pelaporan. Salah
seorang rekan informan juga mengatakan bahwa dirinya juga tidak
melakukan pelaporan dengan tepat waktu karena mendapatkan informasi
dari rekannya bahwa jika tidak tepat waktu dalam melapor pajak hanya akan
mendapat surat teguran saja ”.

Teori atribusi merupakan penarikan kesimpulan dari tindakan yang dilakukan
seseorang, tindakan tersebut dapat dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor internal
dan faktor eksternal. Tindakan yang dilakukan informan dari hasil wawancara
merupakan perilaku dari kepribadiannya atau disebut juga perilaku internal.
Perilaku tersebut berkaitan dengan kepatuhan perpajakannya yang dipengaruhi oleh
suatu keadaan. Seseorang yang tidak memiliki perasaan bersalah saat tidak
melaporkan pajak tepat waktu berkaitan dengan moral yang dimilikinya. Apabila
moral yang dimiliki wajib pajak tinggi, maka pada saat itu perbuatan yang
dilakukan wajib pajak akan baik dan bermanfaat seperti melakukan pelaporan pajak
dengan tepat waktu. Moral yang tinggi pada wajib pajak, diperlukan untuk
kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakan. Berdasarkan fenomena praktis yang
ditemukan terdapat hubungan kausalitas antara kewajiban moral dengan kepatuhan
wajib pajak, dan dari beberapa riset sebelumnya juga menyatakan bahwa kewajiban
moral dari seorang wajib pajak terdapat hubungan positif dengan kepatuhan wajib
pajak orang pribadi di KPP Bantul (Nabila & Isroah, 2019). Sehingga dapat
diartikan seorang wajib pajak orang pribadi yang memiliki moralitas yang tinggi
serta kuat akan menaikkan kepatuhan perpajaknnya.

Variabel lainnya yang mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan
wajib pajak adalah tingkat pendidikan seorang wajib pajak. Tingkat pendidikan
memiliki pengaruh yang signifikan serta positif yang artinya memiliki pengaruh
langsung pada tingkat kepatuhan seorang wajib pajak pada peraturan (Purba &
Sarpingah, 2020; Kurniawan, 2020; Kakunsi dkk, 2017 dan Ratnawati et al, 2019).
Namun terdapat penelitian terdahulu menunjukan nilai berbeda yaitu tingkat
pendidikan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat
kepatuhan seorang wajib pajak (Ningrum dkk, 2021). Pada penelitian yang berbeda
juga menyatakan hasil yang berbeda, yang menyatakan jika tingkat pendidikan
tidak mempengaruhi patuhnya seorang wajib pajak (Nugroho, 2021).
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Kepatuhan Wajib pajak orang pribadi juga didukung dengan pengetahuannya
tentang perpajakan. Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh pada tingkat
kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi, karena jika seorang wajib pajak orang
pribadi memiliki pengetahuan mengenai ketentuan dan regulasi perpajakan, akan
menaikkan tingkat kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi (Jihin dkk, 2021). Hal
ini didukung oleh hasil riset Triogi dkk (2021) yang menyatakan kepatuhan wajib
pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara disebabkan oleh
pemahaman mereka tentang pajak. Namun kondisi ini berbeda dengan temuan
Sudirman dkk (2020) yang mendiskripsikan hasil bahwasanya kepatuhan wajib
pajak orang pribadi yang telah terverifikasi di KPP Pratama Malang Utara tidak
disebabkan oleh pengetahuan perpajakan mereka. Hal tersebut menunjukan,
kepatuhan dan ketidakpatuhan wajib pajak tidak bergantung pada tingkat
pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan.

Sanksi pajak juga mempengaruhi tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh wajib
pajak. Sanksi pajak memberi dampak terhadap tingkat kepatuhan seorang wajib
pajak karena apabila seorang wajib pajak melakukan kecurangan, maka
penghasilan yang diterima akan lebih kecil karena membayar denda, akibatnya
seorang wajib pajak akan merasa dirugikan kemudian akan memenuhi apa yang
sudah menjadi tanggung jawabnya agar terhindar dari sanksi pajak (Ezer &
Ghozali, 2017). Namun hasil penelitian yang berbeda menunjukan jika sanksi pajak
tidak mampu merespon wajib pajak ketika memenuhi kewajibannya, sehingga
dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sanksi dari pajak tidak memberikan pengaruh
pada tingkat kepatuhan seorang wajib pajak (Sofiana, 2021).

Penelitian yang dilakukan peneliti kali ini adalah pengembangan dari
penelitian sebelumnya (Putri & Agustin, 2018) yang berjudul “Pengaruh
Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi (Studi Kasus: KPP Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan)”.
Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan menambahkan variable independen
yaitu kewajiban moral dan tingkat pendidikan. Penambahan variabel kewajiban
moral dilakukan sehubungan dengan adanya peristiwa yang di temukan oleh
peneliti sebelumnya dari hasil wawancara yang menunjukan jika kewajiban moral
memiliki kaintan yang positif dengan tingkat kepatuhan dari wajib pajak orang
pribadi. Sedangkan penambahan variabel tingkat pendidikan dilakukan karena
penemuan hasil penelitian yang paling banyak perbedaan hasilnya sehingga peneliti
ingin mengetahui pengaruh tingkat pendidikan pada kepatuhan wajib pajak orang
pribadi di KPP Pratama pamekasan pada periode saat ini. Dari fenomena yang
sebelumnya telah dipaparkan dan dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang
berbeda dengan penelitian kali ini, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut
mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi, pengetahuan perpajakan, sanksi
pajak, kewajiban moral, dan tingkat pendidikan.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi yang digunakan pada
penelitian ini mencakup wajib pajak orang pribadi yang berada di daerah
Pamekasan dan tercatat di KPP Pratama Pamekasan. Teknik pengambilan sampel
adalah Purposive Sampling, dengan kriteria wajib pajak orang pribadi yang
mempunyai penghasilan maupun bisnis di daerah pamekasan serta tercatat sebagai
wajib pajak di KPP Pratama Pamekasan. Penarikan sampel dalam penelitian ini
dihitung dengan memakai rumus Lameshow karena besarnya populasi yang tidak
diketahui (Aglis, 2020: 13). Akumulasi sampel minimal yang ditemukan serta dapat
dipergunakan adalah 96 responden, sedangkan dalam penelitian ini jumlah
responden dibulatkan menjadi 100 responden. Pengumpulan data menggunakan
kuesioner dan wawancara. Wawancara diperlukan untuk mengetahui lebih dalam
mengenai variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Berdasarkan hasil
pengujian validitas menunjukan bahwa data yang diperoleh dari koesioner
dinyatakan valid dan berdasarkah hasil uji reliabilitas data yang di peroleh
dinyatakan reliabel sehingga dapat dilakukan pengujian selanjutnya yaitu uji asumsi
Klasik.

Hasil Uji Asumsi Klasik yang pertama uji normalitas dengan menggunakan
uji One-Sample Kolmogorov Smirnov menunjukan model regresi berdistribusi
normal. Kedua uji multikolinieritas menunjukan skor Tolerance dan VIF dari
variabel independen (pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kewajiban moral, dan
tingkat pendidikan) tidak terdapat multikolonieritas. Ketiga uji heteroskedastisitas
menunjukkan model regresi yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas.
Keempat uji autokorelasi dengan hasil dalam data tidak mengalami autokorelasi
positif atau negatif dan model regresi pada penelitian kali ini telah memenuhi
pengujian asumsi klasik. Tahapan selanjutnya yaitu Uji Regresi Linier Berganda
dan uji parsial (uji T). Adapun hasil uji SPSS versi 26 sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Dan Uji Parsial (Uji T)
Unstandardized Standardized

Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.
(Constant) 5,367 2,687 1,998 ,049
Pengetahuan ,329 ,110 ,294 2,978 ,004
Perpajakan
Sanksi Pajak ,006 ,101 ,006 ,058 954
Kewajiban Moral 429 ,118 ,385 3,629 ,000
Tingkat Pendidikan 274 ,256 ,087 1,070 ,287

Sumber: Data Diolah, 2022
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Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model R R Square  Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate
1 0,622 0,387 0,361 2,71894
Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji SPSS, dengan nilai Ttabel 1,98525 menunjukan
variabel pengetahuan perpajakan sebesar 2,973 dengan taraf signifikan 0,049,
sehingga H1 diterima. Hal ini berarti bahwa variabel pengetahuan perpajakan
berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Variabel sanksi pajak diperoleh sejumlah 0,058 dengan taraf signifikan 0,954,
sehingga H2 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel kewajiban
moral diperoleh sejumlah 3,629 dengan taraf signifikan 0,000, sehingga H3
diterima. Hal tersebut menunjukkan jika variabel kewajiban moral memiliki
pengaruh positif secara siginifikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel
tingkat pendidikan diperoleh sejumlah 1,070 adapun taraf signifikan 0,287,
sehingga H4 ditolak. Hal tersebut menunjukkan jika variabel tingkat pendidikan
tidak memiliki pengaruh secara signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang
pribadi.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai Adjusted R Square
sejumlah 0,361 dalam persentase 36,1%. Hal ini menunjukan 36,1% kepatuhan
wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak,
kewajiban moral, dan tingkat pendidikan. Sedangkan selebihnya dipaparkan dari
variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi

Berdasarkan hasil perhitungan uji t, ditemukan bahwa pengetahuan perpajakan
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (H1) diterima. Penilitian
ini sejalan dengan hasil penelitian yang sebelumnya dilaksanakan oleh Putri &
Agustin, (2018); Triogi dkk, (2021); dan Jihin dkk, (2021) yang menyatakan bahwa
pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif serta signifikan pada tingkat
kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut Kelley (1967) teori atribusi merupakan penarikan kesimpulan,
alasan, atau penyebab seseorang melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.
Perbuatan disebabkan oleh pengaruh internal maupun pengaruh eksternal, pengaruh
internal bisa berupa pengetahuan perpajakan. Seseorang akan berbuat sesuai
dengan apa yang diketahuinya begitupula wajib pajak yang memiliki pengetahuan
mengenai perpajakan akan bertindak sesuai dengan apa yang diketahuinya. Wajib
pajak yang mempunyai pengetahuan mengenai ketentuan dan peraturan perpajakan,
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seperti pengetahuan tentang fungsi perpajakan wajib pajak akan mendaftarkan
NPWP sebab mengetahui bahwa pajak berfungsi untuk pembangunan Negara dan
untuk kesejahteraan masyarakat yang secara tidak langsung akan berpengaruh
kepada wajib pajak itu sendiri.

Dari hasil pertanyaan dalam kuesioner diperlukan penelitian lebih lanjut
mengenai pengetahuan wajib pajak orang pribadi di Pamekasan untuk mendukung
jawaban yang diberikan dengan proses wawancara. Hasil wawancara tersebut
menunjukan bahwa wajib pajak orang pribadi di Pamekasan mempunyai
pengetahuan pengenai peraturan perpajakan, salah satunya mengenai fungsi pajak,
sistem perpajakan, tatacara perhitungan dan pelaporan, batas waktu pelaporan dan
pengetahuan sanksi pajak sehingga dapat memberikan pengaruh pada tindakan
wajib pajak didalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut
menunjukan hasil yang sesuai dengan hasil uji T yang menunjukan bahwa
pengetahuan perpajakan berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang
pribadi di kabupaten pamekasan yang tercatat di KPP Pratama Pamekasan.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Dari hasil perhitungan uji t, ditemukan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh
pada tingkat kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi (H2) ditolak. Hal tersebut
memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tidak ditentukan berdasarkan
variabel sanksi pajak. Dengan kata lain sanksi pajak yang diterapkan tidak
memberikan dampak yang berarti terhadap pemenuhan kewajiban seorang wajib
pajak. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang menghiraukan
adanya sanksi pajak karena sanksi yang dikenakan kecil dan penerepan sanksi pajak
masih belum bisa diterapkan secara merata karena ada kecenderungan sanksi hanya
dilakukan pada kasus besar pelanggar pajak serta kurangnya sosialisasi dari KPP
mengenai sanksi perpajakan.

Hal lain yang menyebabkan sanksi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan
wajib pajak orang pribadi menurut Sofiana (2021) dalam penelitiannya menyatakan
bahwa sanksi administrasi yang diterapkan pemerintah tidak berarti bagi wajib
pajak dan sanksi tersebut tidak langsung dijatuhkan kepada wajib pajak yang
melanggar namun masih membutuhkan proses dengan waktu yang relative lama.
Sama halnya dengan sanksi pidana, wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tidak
mendapatkan sanksi seperti yang tertera didalam perundang-undangan. Wajib pajak
yang tercatat di KPP Pratama masih banyak yang berpendapat jika sanksi pajak bisa
dinegosiasi dikarenakan penegak hukum yang kurang kapabel (Famami, 2019).

Menurut Kelley (1967) teori atribusi merupakan penarikan kesimpulan,
alasan, atau penyebab seseorang melakukan perbuatan tertentu. Perbuatan terdapat
pengaruh dari faktor internal atau eksternal, faktor internal dapat berbentuk sanksi
pajak. Dengan adanya sanksi pajak yang telah di atur dalam undang-undang
seharusnya dapat mempengatuhi tindakan wajib pajak untuk taat terhadap peraturan
perpajakan agar terhindar dari sanksi. Namun banyak wajib pajak yang merasa
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bahwa sanksi yang diterapkan tidak berarti dan beranggapan bahwa sanksi tersebut
dapat dinegosiasi. Sanksi pajak juga tidak langsung dikenakan kepada
pelanggarnya karena masih membutuhkan proses yang lama. Hal tersebut membuat
wajib pajak tidak takut terhadap sanksi yang diterapkan pemerintah sehingga sanksi
pajak tidak dapat mempengaruhi tingkat patuhnya wajib pajak orang pribadi di
kabupaten pamekasan.

Perolehan dari penelitian ini memeiliki kesamaan hasil dengan penelitian
yang dilaksanakan oleh Putri & Agustin (2018); Sofiana (2021); Nurfaza (2020);
Supriatiningsih & Jamil (2021) yang mengungkapkan bahwa saksi pajak tidak
memiliki pengaruh pada nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pelanggaran
dalam perpajakan akan terus terjadi apabila tidak ada sosialisasi mengenai sanksi
pajak dan pengenaan sanksi yang tegas kepada penerimanya, hal tersebut akan
memicu wajib pajak menganggap remeh adanya sanksi pajak yang akan
menyebabkan kepatuhan wajib pajak menurun (Nurfaza, 2020).

Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi

Berdasarkan hasil perhitungan uji t, ditemukan bahwa kewajiban moral memiliki
pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (H3) diterima. Output dari
penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sebelumnya dilaksanakan oleh Yasa
(2018); Yustina dkk (2020); dan Sudirman dkk (2020) yang memberikan
pernyataan bahwasanya kewajiban moral berpengaruh secara positif serta
signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut dikarenakan
semakin besar kewajiban moral yang dipunyai akan menjadikan wajib pajak secara
ikhlas dan sukarela memenuhi kewajibannya.

Menurut Kelley (1967) teori atribusi merupakan penarikan kesimpulan,
alasan, atau penyebab seseorang melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.
Perbuatan terdapat pengaruh dari faktor internal atau faktor eksternal, faktor
internal dapat berupa kewajiban moral. Wajib pajak yang memeiliki moral yang
tinggi akan akan bertindak dengan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.
Wajib pajak yang mempunyai prinsip hidup dengan menganggap pajak merupakan
hal yang penting akan selalu menjalankankan kewajiban perpajakannya dengan
benar. Seorang wajib pajak yang menggunakan prinsip dalam mengambil
keputusan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya akan membuat wajib pajak
lebih patuh (Supriono dkk, 2015). Sehingga wajib pajak yang mempunyai moral
yang baik dan menganggap pajak merupakan hal yang penting dan merupakan suatu
kewajiban maka hal ini akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam
menjalankan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan pertanyaan dalam kuesioner diperlukan penelitian lebih lanjut
mengenai kewajiban moral wajib pajak orang pribadi di pamekasan untuk
mendukung jawaban yang diberikan dengan proses wawancara. Hasil wawancara
tersebut menunjukan bahwa wajib pajak orang pribadi di Pamekasan mempunyai
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kewajiban moral yang tinggu dengan memiliki prinsip hidup yang menganggap
pajak penting, melakukan apa yang telah diwajibkan berkaitan dengan perpajakan
sejalan dengan aturan perundang-undanganan serta peraturan yang sedang berlaku,
tidak melakukan kecurangan serta akan merasa bersalah dan tidak tenang ketika
melakukan kecurangan. Data hasil wawancara yang dilakukan, menunjukan hasil
yang sesuai dengan hasil uji T yang menunjukan bahwa kewajiban moral
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten pamekasan
yang terdaftar di KPP Pratama Pamekasan.

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi

Berdasarkan hasil perhitungan uji t, ditemukan bahwa tingkat pendidikan tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi hipotesis keempat (H4)
ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak ditentukan
oleh variabel tingkat pendidikan. Dengan kata lain wajib pajak yang berpendidikan
tinggi maupun rendah tidak memberikan dampak yang berarti terhadap pemenuhan
kewajiban seorang wajib pajak. Hal tersebut diakibatkan karena wajib pajak sudah
memahami pentingnya membayar pajak merupakan suatu kewajiban tanpa
dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Pemahaman pentingnya membayar pajak
akan didapat dari sosialisasi yang di adakan oleh KPP dan moral baik yang dimiliki
wajib pajak.

Menurut Kelley (1967) teori atribusi merupakan penarikan kesimpulan,
alasan, atau penyebab seseorang melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.
Dengan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi seharusnya wajib pajak akal lebih
memenuhi kewajibannya karena penyerapan informasi terutama mengenai
perpajakan yang akan membantunya dalam menjalankan kewajiban pajaknya.
Namun saat ini banyak wajib pajak dengan tingkat pendidikan apapun yang sudah
mengetahui mengenai peraturan perpajakan dari sosialisasi yang diberikan KPP.
Sehingga tingkat pendidikan wajib pajak tidak dapat mempengaruhi kepatuhan
wajib pajak orang pribadi di kabupaten pamekasan. Hasil penelitian ini selaras
dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2021) dan Ramadhan (2016) yang
mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak orang pribadi.

SIMPULAN

Dari hasil temuan pada uji analisis serta pengkajian mengenai faktor-faktor
kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi pada bab sebelumnya (1V) sehingga dapat
diambil konklusi bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh
positif secara signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di
Kabupaten Pamekasan. Variabel sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan
pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten Pamekasan.
Variabel kewajiban moral berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak orang pribadi di kabupaten Pamekasan. Variabel tingkat pendidikan
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tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
di kabupaten Pamekasan.
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